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Gerbangsadu Rp 1 Miliar Bermasalah

Perbekel Pucaksari, Nyoman Dharma

Dana Gerakan pembangu-
nan .Besa, Tbrpadu (Gerbaig-
sadu) Bali Mandara s-ebesar R"o
1,020 miliar di Desa pucaksari.
Kecamatan Busungbiu, Bule-
teng bermasalah. pihak desa
pun terpaksa membekukan
s.e.luruh bidang usaha yang
dikelola oleh Badan Usahi UiI
lik Desa (BUMDes) setempar.

Informasi di lapangan, besa
Pucaksari yang bbradl di per-
batasan Kabupaten Buleleng-
Kabupaten Tabanan -Kabri-

Berwmhung ke Hol-l 5 Kolom 5
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BUMDes Pucaksari

Terpaksa Dibekukan
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BUMDes Pucaksari Terpaksa Dibekukan
SmBlif*gtfl.*flUtUmlU l: , ., pengurus yang ikutinemakai elesaiakan masalah ini. Darr

paten Jembrana mendapat
kucuran dana Gerbangsadu
sebesar Rp 1,020 miliar dari
Pemprov Bali tahun 2012.
Dana Gerbangsadu---program
yang diperuntukkan buat desa
dengan tingkat kemiskinan di
atas 35 persen---ini dikucur-
kan untuk mempercepat aksel-
erasi pengentasan kemiskinan
di Desa Pucaksari.

Dana Gerbangsadu itu
kemudian dikelola melalui
BUMDes Pucaksari, dengan
dua bidang usaha, yakni
Simpan Pinjam dan Toserba
(Toko Serba Ada). Kedua
bidang usaha itu mendapat
modal awal masing-masing
Rp 400 juta yang bersum-
ber dari dana Gerbangsadu.
Sedangkan sisa dana Ger-
bangsadu sebesar Rp 200 juta
digunakan untuk pemban-
gunan fisik Gedung BUMDes
dan Rp 20 juta lagi dipakai
operasional.

Awalnya, kedua bidang
usaha ini berjalan normal.
Tapi, setelah berjalan 4 tahun,
ternyata banyak kejanggalan
dalam pengelolaan. Pengurus
BUMDes diduga membuat
laporan fiktif, karena antara
pertanggungjawaban dengan
fakta yang ada di lapangan
tidak sesuai. Banyak barang
dagangan dalam usaha To-
serta tidak jelas. Demikian juga
dengan usaha Simpan Pinjam,
banyak kredit macet.
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dana BUMDes. Bahkan, da-
na sebesar Rp 30 juta yang
tersimpan dalam brankas
sempat dikabarkan hilang.
Menyusul kondisi tersebut,
pihak Desa Pucaksari kemu-
dian terpaksa membekukan
seluruh kegiatan BUMDes,
sampai pengurus membuat
pertanggungj awaban penge-
lolaan dana. Namun, hingga

, awal Maret 2018 ini, per-
masalahan itu tidak kunjung
menemukan solusi.

Kepala Desa (Perbekel)
Pucaksari, I Nyoman Dharma,
membenarkan pengelolaan
dana Gerbangsadu Mandara
yang bermasalah. Perbekel
Nyoman Dharma mengakui
seluruh kegiatan BUMDes
telah dibekukan, akibat tidak
jelasnya pertanggungjawaban
pengelolaan dana Gerbang-
sadu.

"Pembekuan BUMDes itu
atas saran dari Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (PMDI
Provinsi Bali, karena kami
sudah melaporkan persoalan
ini," ungkap Perbekel Nyoman
Dharma saay dikonfirmasi
NusaBali di ruang kerjanya di
Kantor Desa Pucaksari, Rabu
(7 /3).

Nyoman Dharma menjelas-
kan, sejak muncul kecurigaan
ada yang tidak beres dalam
pengelolaan BUMDes yang
sumber dananya dari Gerbang-
sadu, pihaknya bersama tokoh
masyarakat berusaha meny-

hasil penelusuran, diketahui
jumlah dana yang tidak jelas
cukup banyak.

Menurut Dharma, usaha
Toserba, jumlah kerugian men-
capai Rp 140 juta. Sedangkan
untdk usaha Simpan Pinjam,
keru'giannya bahkan mencapai
Rp 249 juta, karena banyak
kredit macet, "Dari peneluru-
san itu, ada pengurus yang ikut
memakai dana. Dan, itu sudah
dialari. Pengurus bersangkutan
juga sudah membuat surat
pernyataan, tapi sampai saat
ini belum punya itikad untuk
menyelesaikannya," papar
Dharma.

Dalam surat pernyataan
itu, kata Dharma, pengurus
yang menjabat sebagai Ketua
BUMDes Pucaksari, Nyoman
finanka, mengakui memakai
dana sekitar Rp 77 juta. Dari
jumlah itu, baru Rp 30 juta
yang telah dikembalikan, se-
dangkan sisanya sebesar Rp
47 jvta dijanjikan akan dilunasi
September 2017 lalu.

"Nyatanya, sampai seka-
rang belum dibayar. Kami
sudah mengundang yang ber-
sangkutan empat kali, bahkan
ke Provinsi Bali juga. Tapi
yang bersangkutan tidak
pernah hadir," katanya. Ter-
kait persoalan itu, Dharma
selaku Perbekel Pucaksari
berencana membentuk tim
guna menyelematkan dana-
dana tersebut, sambil ber-
koordinasi dengan Dinas PMD
Provinsi Bali.6 k19
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MANGUPURA, NusaBati

^ 
Bupati Badung I Nyoman Giri

rrasta membacakan Laporan Keter-
3:.e1 P^".r,, nggun gjaw'a ba n [LKpf ]Dupan badung tahun 2017, dalam
rapatparipurna DpRD Badung, Rabu
[7 /l).Hadir dalam rapar pari-purna
itu Wakil Bupati Badung f k"tui
i!1":", dan seg.enap kepala perang_
kat.ctaerah di lingkungan pemkal
Badung,

^_l1p3t 
paripurna dipimpin Ketua

DPRD Badung I putu parwita beser_

I ogl yqkil_nya, I Nyoman Karyana
dan I Made Sunarta.

^ Dalam pidatonya Bupati Giri
rrasta menyampaikan, pihaknva
telah menyerahkan- seluruh doku-
me_n LKPf Bupati Badung tahun
2017 pada L Maret lalu berd*asarkan
surat Nomor 050 / 1243 /SEKRET/
BAPPEDA. LKp.f rersebur sebagai
gambaran implementasi Rencalna
Ke-rja Pemerintah Daerah IRKPD)
s-e_lama satu tahun, yang bbrtemi'Memperkuat Kemandirian Daerah
melalui Inovasi dan pengelolaan
Potens_i dalam Meningkatkln Daya
Saing Daerah

, Ada 9 prioritas pembangunan
daerah, meliputi tata kelola peirerin-
tahan dan pelayanan publik; pendid_
rran, penelitian, dan pengembangan
umu, pengetahuan dan teknologi;
Kesenatan; pembangunan ekonomi;
penataan ruarg dan lingkungan
nroup; sarana_dan prasaran wilayah,
perumahan dan permukiman;-ke-
tenteraman, ketertiban umum. dan
perlindungan masyarakat; perlind-
ungan sosial dan pengarustamaan
gender; serta pariwisata, pertanian,
dan kebudavaan.

Terkait iata kelola pemennta-
han dan pelayanan pubiit, pemkab
Badung telah melaksanakan ber-

bagai.pendidikan dan pelatihan
serta kursus untuk meningkatka;
kualitas SDM. Sedangk,,n Jibi;;;;
pelayanan publik, salah satuny5
otlat(ukan pembinaan kepacia i 6
penyelenggara layanan publik. Ter_
masuk melakukan sun.ei kepuasan
masyarakat dan pengembansan
pelayanan berbasis onlfne.

, Di bidang pendidikan, penelirian,
qan pengembangan ilrnu pengeta_
huan dil reknologi, penrkab Badung
mengalokasikan anggaran pendidil
Kan mencapai 20,08 persen dari total
belania APBD. "Juga dilaksanakan
sruot l(elayakax pengembangan
green house di Kabupatcn Badung
dengan capaian di atas 90 persen,
pemasangan 

.183 CCTV dan pem_
bangunan Badung Command Cbntre
Oa1 f ldqng Data Centre,,, paparnya.

Di bidang kesehatan, p'emtiU
Badung menyelenggar,akan laya nan
Jamlnan kesehatan Krama Basung
Sehat (KBSJ, layanan kesehatan dl
rumah.(home-care), dan sebaga i nya.
. Di bidang ekonomi, ;rertum-buhan

ekonomi Kabupaten Badung menca_
pai 6,79 persen.

,. Di bidang penataan ruang dan
lingkungan.hidup, pernkab Bidung
melaksanakan 36 paket kegiatan]
meilputl perencanaan, peman_
faatan, d.a1 lenSendalian ruang
dengan alokasi dana Rp 40 miliai
lebih. "Salah satunya ada program
pemoa.ngunan taman, penanganan
sampah, dan pengadaan bibiitana_
man upakara 'Taman Bumi Banten
Giri Lestari di Desa Sulangai, petang,,,
ujarnya.

Terkait sarana pras,arana wilavah,
perumahan dan perrnukiman, p-em-
kab Badung melakukan pemban-
gunan jalan dan jernbatan, jalan
trngkungan, penyediaan- air bersih,,
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BUPATI I Nyoman Giri prastanenyerahkan penjelasan LKpJ Bupati a"orng tuiJtJ
2017, Rabu (7l3l,di Gedung DpRD Badung.
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perumahan untuk 625 RTS, dan
permukiman. Terkait ketenteraman.
ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, Pemkab Badung meng-
gandeng pihak terkait dalam pro-
gram Sistem Pengamanan Terpadu
ISIPAMANPADU) dan patroli kea-
manan dan ketertiban umum. Juga
diberdayakan tim reaksi cepat [TRa)
dalam penanggulangan bencana.

. Di bidang perlindungan sosial
clan pengarustamaan gendeq, pem-
kab. Badung melaksanakan program
perlindungan dan layanan kepada
penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS). Terrnasuk penyerahan
bantuan Usaha Ekonomi produktif
(UEP) berjumlah Rp 15 jura kepada
625 RTS. "Sementara, komitmen
pengarustamaan gender membawa
indeks pembangunan gender pada
capaian 75,51 persen pada tahun
201.7 i' ujarnya.

Terakhi4 bidang pariwisata, Pem-
kab Badung gencar mempromosikan
pariwisat4ke pasar internasional.
Di bidang pertanian, dilakukan sub-

sidi benih, pembinaan petani, pen-
guatan subak, optimalisasi ternak
sapi Sobangan, dan pemberdayaan
nelayan. Sedangkan, di bidang liebu-
dayaan, Pemkab Badung mendorong
optimalisasi peran lembaga adat
serta sekaa tradisional. Termasuk
renovasi pura, pelaksanaan even
berskala internasional. Hal ini dike-
mas dalam program pengembangan
nilai budaya dan pengelolaan ke-
kavaan budava.

Dari pi'og."m-program
tersebut, pendapatan dae-
rah tahun 20'J,7 mencapai Rp
!.e37.90 6.e 12.4I2,09, betanj a Rp
5.412.29 4.732.028,13, dan pembi-
ayaan Rp 1.07 5.636.185.99 6,97 .

Pada kesempatan tersebut sekali-
gus membahas beberapa Ranperda,
satu di antaranya adalah Ranperda
Inisiatif tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani. Ranperda
inisiatif Dewan tersebut diiabarkan
langsung oleh Ketua Badan Pemben-
tukan Peraturan Daerah I Nvoman
Oka Widyanta SH, MH. @ asi
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DPRD yang bersangkutan wajib
diberhentikan.

Ketua DPRD Badung putu
Parwata saat dikonfirmasi
membenarkan sudah ada usu-
lan PAW untuk anggota Made
Wijaya. Bahkan juga diakui,
pergantian anggota ini sudah
berproses. "lya, ada usulan
PAW. Sekarang sedang ber-
proses," ujarnya ditemui usai
rapat paripurna DpRD Badung,
Rabu (7/3) kemarin.

Parwata memastikan proses
PAW akan segera dilai<ukan
apabila persyaratannya sudah
terpenuhi. "Karena sudah ada
usulan dari induk partainya,
jadi segera akan dilakukan,"
tegas politisi asal Desa Dalung,
Kecamatan Kuta Utara itu.

Walau begitu, Parwata be-

lum bis;a memastikan kapan
akan dilakukan pAW Dia be-
ralasan saat ini lembaga masih
melakukan proses pemba-
hasan. 'Yang jelas segera," tan-
oasnya.

Pada bagian lain, Sekretaris
DPC Partai Gerindra Badung
I Nyoman Sentana mengakui
partainya sudah mengusulkan
PAW untuk Made Wilaya dari
k-eanggotaan DpRD Badung.
"lya, sudah ada usulan (pAfr
Made Wijaya, red)," akunya.

_ Pertimbangan pAW diambil
l(arena saat ini yang bersang-
kutan tidak lagi bisa melak-
sanakan kewajibannya sebagai
anggota Dewan. "Sesuai Tatib,
anggota Dewan bisa diganti
apabila berhalangan tetap,
meninggal dunia dan ditarik

terkait adanya rekiamasi riar
di pesisir barat pantai Tanjung
benoa. Lantaran kawasan terse_
but merupakan lahan konserva-
1 Talgn Hutan Raya (Tahura) I
Gusti Ngurah nat, FpM Bali laiu
melaporkan kasus tersebut ke
Mapolda Bali. Wiiaya selaku
Bendesa Adat Taniune Benoa
mengaku membeiikaln surat
kuasa kepada beberapa orang
warganya untuk melakukan
reklamasi liar itu, termasuk
pe_nqbangan pqhon mangrove

sebagai akses jalan kendaraan
proyek menuju pantai. Setelah
dilakukan penyelidikan se-
lgma 4 bulan, polisi akhirnya
menetapkan Wijaya sebagai
tersangka.

Selain itu, lima orang lainnya
yang ikut membantu merhbabat
hutan mangrove dan menim-
bun pasirjuga sudah ditetapkan
sebagai tersangka, yaitu I Made
Marna, I Made Mentra, I Ketut
Sukada, I Made Suarta dan I
Made Widnyana. 6 asa

Seperti dikeqahui, kasus iri
berawal dari temuan Fdrum

t16

Proses PAWMadewiiava'
MANcUPURA, NusaBali

Pergantian antar waktu
(PAWJ anggota Dewan per-
wakilan Rakyat Daerah [DpRD]
Badung I Made Wijaya ali-
as Yo,nda- yang teriahdung
masalah hukum, kini mutal
bergulir. Bahkan partai Gerin-
dra selaku partai politisi asal
Tanjung Benoa, Kuta Selatan itu,
sudah mengusulkan resmi ke
Iembaga dewan untuk proses
PAW-nya.

Tak ayal, wakil rakyat di
Sempidi kini tengah meng-
godok PAW yondl sebag5i
anggota DPRD Badune. Kabarn-
ya, Badan Kehorma-tan (BK)
Dewan sudah melaksanikan
rapat dan memutuskan untuk
memberhentikan politisi yang
tersandung kasus reklamasi
liar dan pembabatan hutan di
Pantai Barat Tanjung Benoa,
Kuta Selatan.

Menurut informasi, alasan
BK menyetujui pencopotan
Yon_da dengan melihat per_
timbangan sebagai berikut.
Pertama, yang bersangkutan di-
ancam pidana dengan hukuman
antara 5-15 tahun, kemudian
le1gan vonis 1 tahun penjara.
Kedua, karena dipenjar'a yonda
sudah tidak bisa melaksanakan
tugas dan kewajibannya se-
bagai anggota Dewan. Ketiga,
induk partai yang bersangku-
tan juga sudah secara resmi
mengusulkan PAW. Keempat,
karena kena sanksi fisik penjara
setahun dan diusulkan PAW,

.maka 
sesuai tata tertib (Tatib)

induk partainya. Nah, dalam
kasus Yonda ini semua unsur
itu terpenuhi," tegas Sentana.

.. Disinggung siapa pengganti
Yoncla, Sentana menvebut salah
satu nama yakni Wayan Suweta.
Tetapi, tentu saja pihaknya
tetap akan melakukan koordi-
nasi lebih lanjut kepada KpU
Badung, sebab pihak penye-
lenggara.pemilu yang tahu
betul mengenai hal ini.

I Made Wijaya alias yonda

Peduli Mangrove [FPM) Bali

mI
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Mantan PPt Distan Gianyaru
Divonis zTahun 4 Bulai . -\'

DENPASAR, NusaBali
Mantan Petugas Penyuluh

Lapangan (PPLI di Dinas Per-
tanian Gianyar, Dewa Putu
Suartana,4l divonis 2 tahun 4
bulan oleh Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu (7/3). Suar-
tana terbukti melakukan ko-
rupsi dana bantuan Penguatan
Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPMJ di Gabun-
gan Kelompok Tani [Gapoktan)
Sari Lestari, Tulikup, Gianyar
senilai Rp 76 juta.

Dalam amar putusan yang
dibacakan majelis hakim
pimpinan I Wayan Sukanila
menyatakan terdakwa terbukti
secara sah dan menvakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara ber-
lanjut sebagamana diatur dan
diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal
1B UU Tipikor sesuai dakwaan
subsidair penuntut umum.

Setelah membacakan hal
memberatkan dan meringank-
an" majelis hakim membacakan

putusan kepad;r terdakwa.
"lvlenjatuhkan pidana penjara
selama dua tahun dan empat
bulan dikurangi masa penah-
anan," tegas Sukanila.

Hukuntan ini ditambah den-
da Rp 1 miliar atau bisa diganti
dengan pidana kurungan selama
1 bulan. Terdakwa asal Banjar
Kesian, Desa Lebih, Kecamatan
Gianyar juga diwajibkan meng-
ganti kerugian negara Rp 1

miliar. "Dengan ketentuan, apa-
bila terdakwa tidak membayar
uang pengganti dalam tenggang
waktu 1 bulan setelah Dutusan
ini memperoleh kekuatan hu-
kum tetap, maka harta benda
terdakwa disita dan dilelang
untuk menutupi uang peng-
ganti tersebut dan apabila tidak
mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar
uang pengganti tersebut maka
dipidana penjara selama satu
bulan," lanjut hakim.

Atas putusan tersebut, ter-
dal<wa yang didarnpingi kuasa
hukumnya, Made Suryawan
menyatakan pikir-pikir. Hal
yang sama dinyatakan JPU Gede
Ari yang sebelumnya menun-
tut terdakwa dengan huku-
man 3,5 tahun penjara. "Saya
pikir-pikir;" tegasnya. @ rez

Terdakwa Mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Gianyar
Suartana didampingi kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar.
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Kondisi jembatan dari bambu pasca putus di di Banjar Pekarangan, Desa
Baturiti, Kecamatan Baturiti, Talanan, Jumat (10/3).

TABANAN, NusaBali
fernbatan yang putus Pada

Februari 2018 di Baniar Pe-
karangan, Desa Baturiti, Keca-
matan Baturiti, Tabanan akan
diperbaiki funi 2018. Ang-
garanya pun sudah disiaPkan
sekitar Rp 2,4 miliar lebih. De-
tail Engineering Design [DED)
proyek ini dalam pengeriaan.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang Pe-

rumahan dan Kawasan Pemu-
kiman (PURPJ Tabanan I Made
Yudiana mengatakan, iem-
batan tersebut sebelumnya ru-
sak dengan paniang 12 meter
dan tinggi 5 meter. fembatan
penghubung antar Banjar
Baturiti Kaja, Desa Baturiti
dengan Banjar Titigalar, Desa
Bangli, Tabanan. "fembatan
rusak karena diterjang air di
bawah jembatan," ujarnya.

Edisi
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Iembatan Baturiti
Dianggarkan Rp 2,4 Miliar

Kaya Yudiana, pembangunan
iembatan ini akan dilakukan
iahun 20 18 dengan anggaran Rp
2,4 miliar lebih dengan kontrak
pelaksanaan fisik mulai funi
2018. "DED sedang dikerjakan
dan akan berakhir pada Maret
2018," tegasnya. Kini jembatan
tersebut masih bersifat daru-
rat, terbuat dari bambu atas
gotong royong masyarakat.
Jembatan inijuga jadi jalan al-
ternatif untuk dua desa terse-
but saat warga mengangkut
hasil tani terutama sayur ma-
yur yang dijual ke Pasar Sayur
Baturiti, Tabanan.

Salah seorang warga se-
tempat I Wayan Artika,45,
menginginkan agar iembatan
baru bisa dibuat. Masalahnya
jembatan yang roboh akibat

. luapan air sungai dan kini jadi
jembatan darura! hanYa bisa
dilalui kendaraan roda dua dan
pejalan kaki. "Jika kendaraan
roda empat sudah tak bisa
lewat," uiarnya .6: d
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Total Aset PPI Sangsit Rp 14,,6 Miliar
* Pemkab Siap Serahterimakan ke Provinsi

SINGARAfA, NusaBali
Pemkab Buleleng telah menghi.

tung keseluruhan aset png ada di
Pangkalan Pendaratan lkan (PPl)
Desa Sangsit, Keamatan Sawan,
Penghitungan itu menyusul pen-
galihan alet ke Pemprov Bali. Pen-'

galihan ittr akan memastikan pen-
anganan kerusakan dermaga png
ambruk sebagian akibat diterjang
ombak beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas Perikanan Kabu-
paten BulelengNi MadeArnika usai
menghadiri kegiaan Gelar Keaga-
maan di lapangan umum Tanian
Kota Singaraja fumat (9/3) menga-
takan, seiatinya pelimpahan aset di
PPI Sangsitsudah siap dilalrukan ka-
rena nilai aset sudah dihitung oleh
tim aset. Dari hasil penghitungan,
total asetnya tercatat sebesar Rp

14,6 miliar. "Tim juga mele4gKapi
dokumen tentang kondisiliil aset
yang ada di PPIi katrnya.

Diakui, dari dokumen adafasili-
tas dengan kondisinya rusakringa4
sedangdanberat Salah satu kerusa-
kan beratadalah dermaga PPI yang
putus, karena ambruk diterjang
gelornbang pasang. Selain itu, unit
penjualan bahan bakar khusus
nelayan atau disebut dengan isti-
lah SPDN, pengoperasiannya telah
ditutup beberapa tahun terakhir.
Ini karena lembaga yang ditunjuk
mengelola menelan kerugian dan
diperparah lagi ketentuan pembel-
ian bahan bakarterkesan sulitdipe-
nuhi oleh nelayan dan pemilik kapal.

"Rapat terakhir di provinsi su-
dah ada keputusan di mana fuli
2018 iniPPl akan diambilalih.lGmi

sudah siap menyerahkan data nilai
aset dan kondisi setiap unit fasilitas
di PPI itu sudah lengkap," jelasnya.

Menurut Arnika, selain kepas-
tian pengalihan aset, pihak Pem-
prov dikabarkan mulai menyusun
program perbaikan terhadap unit
fasilitas yang rusak parah. Hanya
saja, perbaikannya itu baru tahapan
penyusunan DED. Meski demikary
pihaknya berharap, perbaikan
fasilitas itu bisa dilakukan setelah
PPI dikelola penuh oleh pemprov
"lklau sudah diambialih perbaikan
ihr ya kewenangan di provinsi dan
memang dari rapatyang kami ikuti
juga sudah disampaikan bahwa
fasilitas penunjang di PPI itu akan
diperbaiki," jelasnya.

Di sisi lain Arnika mengatakan,
sejak kewenangan pengelolaan

kelautrn diembilalih provinsi, Bule-
leng saat itu iuga sudah mencabut
keberadaan pengelola PPI yang se-

belumnva dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah TUPTD). Peiabat dan
pegawai kontrik di bawah UPTD

tersebutjuga sudah diarik ke Dinas
Perikanan. Saat ini hanya disiskan
enam pegawai kontrak dan satu
PNS yang masih ditugaskan di PPI

sampai nantinya PPI diambialih
Femprov Bali. Terhadap pegawai

tersebut, Buleleng akan mengu-
qtlkan ke provinsi, agar Pegawai
teisebut dialihkan sebagai status
pegawai pemprov. "Kalau UPTD
sudah lama dicabut, tapi kita maish
fugaskan satu PNS dan enam tenaga

kontrak di sana. Nanti kita iuga
usulkan mereka dialihkan meniadi
pegawai pemprov," lelasnya.6 k19
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Bantu Nelayan 23 lukung Fiber dan 24 Unit MesinTem

MANGUPURA, Nus4Bali
Dinas Perikana4 (DiskanJ Kabupaten

Badung bakal menghibahkan 23 unit
jukung fiber dan 24 unit mesin tempel
kepada kelompok nelayan yang ada di
Gumi Keris. Pemkab Badung menyiapkan
anggaran Rp 1,4 miliar dalam APBD tahun
2018 demi merealisasikan program ini.

Pengadaan bantuan untuk nelaYan
itu telah masuk tahap tender di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSF)
Kabupaten Badung. Tender resmi dibuka
pada 8 Maret 2018 dan akan ditutup pada
20 Maret 2018 mendatang.

Total ada sebanyak 23 unitjukungfiber
ukuran 7 meter yang akan dihibahkan
nanti. Termasuk sebanyak 24 unit mesin

Edisi
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tempel 15 PK. 11

Kepala Diskan Kabupaten Badfirg Putu
oka Swadiana saat dikonfirmasi n#nbenar-
kan pengadaan sarana perikanaritangkap
bagi nelayan. Dikatakan, pengadaan ini
merupakan hibah yang akan diserahkan
kepada pihak keti ga/masyarakat.

"Bantuan diberikan untuk meningkat-
kan produkstivitas hasil tangkapan ikan.
Kami harapkan n;rnti bermuara pada pen-
ingkatan pendapatan dan kesejahteraan
ne1ayan," kata Swadiana, Minggfr (11/3)'

Mengenai anggaran pengadaan, menu-
rut Swadiana yang juga Pelaksana Tugas
(Plt) Kadis Pertanian dan Pangan Badung,
bersumber dari APBD Badung tahun 2018'
Pagunya senilai Rp 1.410.000.000.

Hingga kemarin, sudah ada sekitar 13

..k"nin"yung menyatakan berminat atas

;;;;; i;tt.6ut PihaknYa berharap ten-

#;i;J;;l"t"u t"nt"t''tMudah-mudahan
;;;;; teniernva, supaya PenYerahan
6"-ntu"n bisa cePat," tandasnYa' ."-^u"ftrf 

ait 
"tihui, 

kendati Kabupaten

I S"JunJ."niadi daerah tuiuan wisatawan

dunia,"namun pengembangan kaw-asan

ilffi i;fi ;'n'ut' aTt""* t i 

"en?Lsgl ilil;;;" 5ebagaimana berialan selama.tnt'

;H;'.itL"h iecara berkila memberikaf

til;;;'i;;s;:1q.1,?;i;"',X'i,1"#5;
beruPa sarana Perll
B;;;;g kini tercitat ada sebanyak^L'825

;;;;; ;"Lg bermataPencaharian sebagal

nelaYan. * asa
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GIANYAR, NusaBali
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar

memastikan ada indikasi korupsi dalam
kasus dugaan mark up dana Bupati Cup
yang berlangsung tahun 2016 lalu. Iksi
Pidsus Kejari Gianya4, Made Endra Ari-
anto mengatakan sudah meningkatkan
lcsus ini daripenyelidikan ke penyidikan.

"Saat ini masih pengumpulan berkas
dokumen terkait," jelas Made Endra,
Senin (12l3). Berkas-berkas dokumen
ini penting untuk menentukan siapa ter-
sangka di balik dugaan mark up danaini.
. Endra Arianto mengatakan sudah
menggelar ekspose di internal Kejari
Gianyan Hasilqra, disimpulkan ada temuan
dugaan pidana kasus yang dikelola PSSI

Keiari Gianyar Atensi Dugaan
MarkUpBupatiCup

Gianyar itu. Dikatakan unsur pidananya
sudah memenuhi untuk disidik "Hasil per-
timbangan dengan pimpinary disepakati
peningkatan kasus ini j' tegasnya.

Dikatakan unsur dugaan korupsi
dalam kasus ini berupa penyimpan-
gan pengelolaan anggaran Bupati Cup
tahun 2016 yang diterima dari APBD
Kabupaten Gianyar. Namun seperti apa
penyimpangan itu, Made Endra belum
mau membeberkan. "ltu masuk ke ra-
nah materi penyidikan, belum bisa ldta
beberkan," katanya. 

'

Dikatakan seluruh bukti dugaan ko-
rupsi itu baru akan dibeberkan setelah
penetapan tersangka. Namun ditegaskan
saat ini pihaknya sudah menghmankan

sejumlah barang bukti berupa berkas
dokumen. "Barang bukti ada beberapa
dokumen kita dapatkan, dokumen itu
masih dalam bentuk copynya, nanti doku-
men aslinya-juga kita amankanj' kaanya.

Made Endp pun mengaliu sudah memi-
liki ancang-ancang menyeret olmum yang
diduga tersangka dalam kasus ini' Namun
dia mengaku masih mengumpulkan alat
bukti fang lebih kuat untuk menetapkan
tersanska. "Kita kuatkan alat bukti lagi
untuk iremastildn tersangka," kaannya.

Hingga kini Kejari GianYar sudah
memeriksa 23 sahsi yang diduga terkait
dengan kasus ini. Mereka meliputi panitia
hingga pihak swasta yang diduga terkait
pengelolaan dana Bupati Cup' Semen-

tara pemeriksaan terhadap Organisasi
Perangkat Daerah (OpD ) tei.tait?i Ling_
kungan Pernkab Gianyar; Made Endra
pgngaku belum sejauh itu. "Kalau ke situ
belum, mungkin nanti bisa merembet ke
sana," ujarnya.

_^ Disinggung adanya kemungkinan Sp3
(Surat Perintah Pemberhentiin penyidi-
kan) pada kasus ini seperti kasus (ppE
Desa Lebih, Made Endra mengatakan
untuk kasus ini pihaknya sudah melaku-
kan an[isipasi, agar tidak sampai terputus
di tengah jalan. "lni sudah kita antisipasi,
kalau kemarin kan karena kerugian nega-
ranya ridak bisa ditemukan, nah kaiiu
kasus ini kita sudah melihat ada kerugian
negara," ujarnya. 6 nvi
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Tersangka Nyoman Suarta

Kelian Banjar Ngaku Pungli Seiak z|,tz
Tersangka

juga manipulas.

persyaratan bagi

duktang yang urus

KK tanpa surat pindah,

seolah mereka tinggal di

Banjar Margasengkala,

Desa Bedulu dengan

dibuatkan surat

kontrak rumah

* Duktang Urus KK Dipungut Minimal Rp 400,000
GIANYAR, NusaBali

Kelian Dinas Banjar Margas-
engkala, Desa Bedulu, Kecamatan
Blahbatuh, Gianyar, I Nyoman
Suarta,47, mengaku telah beraksi
lakukan pungutan liar fpungliJ
pengurusan kartu keluarga (KK)
sejak tahun 2012. Untuk men-
gurus penerbitan satu KK bagi
penduduk pendatang, dipunguti

biaya kisaran Rp 400.000 hingga
Rp 550.000.

Pengakuan oknum kelian ban-
jar Nyoman Suarta--yang sebel-
umnya ditangkap Satgas Saber
Pungli lbbupaten Gianyar melalui
operasi tangkap tangan (OTT)
di Kantor Desa Bedulu,9 Maret
2018---ini diungkapkan Kasat
Reskrim Polres Gianyar, AKP

Denny Septiawan, Senin (12/3).
Menurut AKP Denny, Nyoman
Suarta sudah sempat diperiksa,
namun yang bersangkutan tidak
ditahan dan hanya dikenai wajib
lapor, karena dianggap koop-
eratif.

AKP Denny menyebutkan, Sat-

Bemmhung ke flal-l 5 Kohm I

E

z

oz

@

l
z
a

Kasat Reskrim Polres Gianyil; AKP Denny'septiawqn, tunjukkan BB pungli oleh
oknum Kelian Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Nyoman Suarta, Senin(1?3).
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Kelian Banjar Ngaku Pungli sej akzo12
. t : $MuP{q,P4 Blll$.!{$.1{'!! I:'+rii:r
gas.Saber Pungli Gianyar bergerak
melakukan OTT di Kantor Desa
Bedulu hingga mcniarinq oknum
Kelian Banjar Nyomin Suirta, atas
informasi ntasyarakat. Setelah
cu.kup.kautongi bukti, Satgas
Saber Pungli yang dikornand'ini
langsung Kasat Reskrim polres
GianyarAKP Denny pun menang-
kap pelaku di depan Kantor Desa
Bedulu, Jumat siang pukul 11.30
Wita.

Tersangl<a Nyornan Suarta di-
tangkap bersama seorang wanita
yang nrenyerahkan uang sebesar
Rp 400.000 untuk penerbiran KK
atas nama Oktaf Daeng Sewang
Solder, asal Kupang, NTT, yang
tinggal di Banjar Margasengkala,
Dcsa Bedulu. "Saar penangkapan,
kita langsung dapitkan iarang
bu.kti berupa uang Rp 400.000,
selenrbar KK atas nama Oktaf
Daeng Sewang Solder, dan sebuah
HP Huawei," jelas AKP Denny di
Mapolres Gianyar, Senin kemarin.

Dali OTT itu, Satgas Saber
Pungli langsur,rg bergerak ke
runrah pelaku Nyornan Suarta
di Banjar Margasengkala, Desa
Bedulu, untuk melakukan peng-
geledahan. "Di rumah pelaku, ki[a
dapatkan tumpukan belkas KK"
trjal mantan Kasat Reslaim Polres
tsangli yang baru sebulan pindah
Ke ulanvar rnl.

Dari-tumpukan berkas-berkas
itu, polisi baru berhasil mengin-
ventarisasi L0 lembar I(K, ter-
masuk rnengecek keabsahan
nomornya. "Nah,lembar 10 KK ini
diakui sudah pernah diterbitkan
oleh pelaku, sementara yang lain
masih kita cek" kata AKP Denny.

Ada dua modus operasi yang

dilakukan oknum kelian ban-
jar ini dalant pengurusan dan
penerbitan KK. Pertama, untuk
penduduk pendatang yang hen-
dak meneibitkan RK denpan
domisili di Banlar Margasengk"ala,
Desa Bedulu dikena[an pirngli
!1sa1aq Rp 400.000 hingga Rp
550.000. Kedua, untuk pendudui<
asli Banjar Margasengkala, cu-
Irup membayar Rp 50.000 seloli
penerbitan KK.

_ Khusus untuk penduduk pen-
datang yang ingin menerbit-
kan KK, pelaku Nyoman Suarta
j uga memanipulasi persyaratan.
"Seolah-olah warga tersebut ber-
domisili di Banjar Margasengkala,
dengan dibuatikan suiat koitr.ak
rumah," katanya.

Uniknya, setiap membuat
surat kontrak rumah itu, pelaku
Nyoman Suarta selalu memakai
rumahnya sendiri dengan masa
kontrakan minimal 5 tahun. Ma-
nipulasi data ini dibuat sebagai
pengganti surat pindah domisili
dari tempat asal penduduk pen-
datang. i,elaku memanfaaikan
kondisi ini, karena penduduk
pendatang biasanya malas men-
gurus surat pindah domisili.
Mereka pilih cara praktis dengan
memanipulasi rumah kontrak
dan membayar sejumlah uang
kepada oknum kelian banjar.

Menurut AKP Denny, pen-
duduk pendatangyang diuruskan
KK-nya oleh oknum kelian banjar
ini justru sebagian besar tidak
menetap di Gianyar, melainkan
tinggal di kawasan Bgdung dan
Denpasar. "Nah, alasan'membuat
KK di Gianyar, karena di sini
dipermudah oleh pelaku.'fika di
Denpasar, penduduk pendatang
harus menyiapkan surat pindah

domisili. Mengurus surat pindah
domisili itu rabet dan haius ou-
lang kanrpung. Pelaku terkendl di
kalaxgan pendudul< pendatang
berdasarkan cerita dari mulut ke
mulut," terang AKP Dennv.

Aksi pungii dengan menyasar
penduduk plndating ini sudah
dilakukan Nyoman Suarta se-
larna 6 tahun sejak 2012. Selama
inl Irula, tersangka diduga telah
menerbitkan raRrsan KKyang dis-
ertai pungli dengan meraup lebih
dari Rp 40 juta. Namun anehnya,
pelaku justru mengahu banr
menerbitkan 10 KK yans discrtai
pungli. "NgakLrnya b-ersii<si sejak
20L2,tapibaru terbitkan 10 KK.
Ini sesuai barang bukti yang kita
dapatkan," ujarnya.

AKP Denny menjelaskan,
pihaknya masih melakukan
pengembangan kasus ini, untuk
mengetahui adanya keterlibatan
oknum lain yang mer4tr-antu
penerbitan administrasi kepen-
dudukan ini, Buat semenfara,
pelaku Nyoman Suarta hanya
dikenakan wajib lapor ke Ma-
polres Cianyar.dua kali sepekan,
)enln oan Kamls.

Kenapa pelaku pungli tidak
ditahan? AKP Denny berdalih,
pelaku ridak ditahan karena sta-
tusnya sebagai kelian banjar yang
masih diperlukan oleh masyara-
kal Lagipula, yalig bersangkutan
kooperatif, "Pelaku tidak ada
indikasi meughilangkan barang
bukti, karena semua sudah dia-
mankan," katanya sembari me-
nyebut pelaku dikenakan wajib
lapor sampai proses penyidil<an
nanti berakhir.

Tersangka Nyoman Suarta
sendiri disangka melanggar Pasal
95 B UU RI Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas UU Rl
Nornor'23 Tahun 2006 tentans
Adrninistrasi Kependudukan, denl
gan ancaman hukuman maksimal
6 tahun penjara---

Semcntara itu, Kepala Desa
(PerbekelJ Bedulu, Keiut Rinata,
menyatakan Nyoman Suarta
sudah dua periode menjabat
Kelian l)inas Banjar Margasen-
gkala (2006-20 1,2, 208-20 t9).
Kesehalian, oknum berbangku-
tan tal< jauh berbeda dari kelian
banjar lainnya di Desa Bedulu.
"Orangnya biasa saja, rajin ngurus
administrasi kependudukan bagi
warga yang tak bisa baca tulis
rnaupun pendatang. Kadang juga
ngurus surat pensiun bagi para
lansia. llampir semua klian juga
seperti jtu, melaksanakan tugas
membeurtu warg4" jelas Perbekel
Ketut Rinata saat dikonfirmasi
NusaB4li terpisah, Senin kemarin,

Sedangkan informasi lain di
lapangan menyebutkan, track
record Nyoman Suarta dikenal
br,rruk. Bahl<an, olarum kelian ban-
jar ini pcrnah'dipecat'saat awal
periode kedua masa jabarannya.
Hanya saja, Perbekel KetutRinata
enggan lrerkomentar tentang ini.
"Bukan dipecat hanya ditunda
pelantikannya sebagai kelian
periode l<edua. Waktu itu, saya
belum jacli Perbekel," kata Rinata.

Disebutkan, Nyon-ran Suarta
mend;rpatkan suara terbanyak
saat pemilihan periode kedua masa
jabatannya sebagai kelian banjar.
Nanrun, oleh Perbekel saat itu, yang
bersangl<utan jusau tidak dilantik
"Lalu, diadakanlah pemilihan ulang.
Telnyata dia unggul lagi dan akh-
iurya mau dilantik Perbekel (waknr
itu) hingga menjabat sampai seka-
rang"katanya.6 nvi
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Dencarik Langsung Terima
DENPASAR, NusaBali

Perbekel Den-
carik, Banjar,
Buleleng, Made
suteja, 53 di-
jatuhi hukuman
1 tahun penjara
dalam sidang
yang digelar
di Pengadilan
Tipikor Denpas-
ar, Selasa {13/3).
Terdakwa Suteja
yang juga Ketua
Forum Komu-
nikasi (Forkom)
Perbekel Bule-
leng ini terbukti
melakukan ko-
rupsi Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDes) Desa
Dencarik pada
tahun 2015 dan
2016 sebesar Rp
149 juta.

. 
Dalam alnar putusan yang dibacakan majelis hakim

pimpi nan Esthar Oktavi menyatakan terdaiwi Suteja
telah terbukti secara sah dan meyakinkin Oeiiafafr
melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana
g9t y""l subsidair jaksa pasal 3 jo pasat 18 ayat (1)
nurut a dan b, ayat (2) dan ayat p UU Tipikor jo pasal
64 ayat 1 KUHP '.i

."Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa
Maoe Suteja, dengan pidana selama satu tahun, dan
drtambah 

-denda 
Rp 50 juta, subsidair empat bulan

Kurungan," tegas hakim.
Terdakwa sendiri sudah. mengembalikan kerugian

TS_uf Ip 149 juta yang dititipkin di Kejari ButetLng.
Atas putusan tersebut Jaksa Fenuntut Umum (JpUl IGN
Widana menyatakan. pikir-pikir. Apalagi r"U"trrrinyr,Jru menuntut terdakwa dengan hukuman 1,S tahun
penjara. Sementara perbekel Dlncarik, Suteja hnjsung
menyatakan menerima,,,Kami menerima puiusan"terse_
but "ujar kuasa hukum terdahrya, Indah L[sa.

Ddlam surat dakwaan jaksa dijelaskari, terOakwa
Suteja dijluga mengkorupii dana Anggarai, p"noip"_
tan dan Belanja Desa (ABpDes) Desi-Dencarik, paOa
tahun 2015 dan 2016lalu. Dana yang diselewen'qkan
besarnya mencapai Rp 149 juta. Anlta itu berJisar-
kan akumulasi dana yang tidak bistdipertanggung_
ja.wabkan Made Suteja selaku perbekel Dei-carik.
t{rnctannya, uang dari sebagian penerimaan pendapa_
tan_desa _yabg tidak dipertanggungjawabkin dalam
APBDes R.p 105.808.000, serti uarij selisih perting_
gtrylgrygPa!. belanja desa setetah ietoran iajak R-p
42.125.551. 6 rcz
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Korupsi APBDes Rp 149 Juta
Divonis 1 Tahun, perbekel

o NUSABA!/IEZA
PERBEKEL Dencarik, Made Suteja
usai dlvonis satu tahun dalam ki-
sus_.korupsi APBDes di pengadilan
Tipikor Denpasar, Setasa (1373).


